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‘ Syarat dan Ketentuan:
e Sente Ketentuan Umum
ikt iy a. Temenuhi masa kerja sestial dengan ketentuan oaji PNS:
b. Tidak sedang menjalan hukuman disiplin tingkat sedangiberat,
¢. Sefiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS barnilai baik;

: Syarat Adminisirasi
-Ii 8. SKKenaikan Pangkat teraki;
| | b, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;

Bidang -JAFT

Layanan

Produk Pelayanan :
Surat Pemberitahuan Kenalkan Gaji Berkala
Dasar Hukum:

a.Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipll;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pagawai Negeri Sipil;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

e, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan,

)] bangqga
BerAKHLAK rriélarar
e e ot bangsa
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Alur | Skema i

STANDAR PELAYANAN

Kepala
BKPSDM

Pengguna Provinsi Bal|
Layamnan

Petugas £ W
lllemherihnnl::'} : ] .
Layanan ._f},c" 1 | Kepala Bidang
Kepangkatan —~

Dasar Hukum :

i

b.
.
i

o= i o

Undang-Undang No 5 Tabun 2014 Tentang Aparatir Sipi Negars;
Peraturan Pemerinizh Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemenintah Nomar 15 Tahun 2019 Tentang Perafuran Gaji Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemetinizh Nomaor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemesintah Nomor 12 Tanun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawei Negeri Sipi;

. Paraturan Pererinteh Momor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tanun 2009

Tentang Wawenang Pengangkatan, Pemindzhan ian Pembarhentian Pagawar Negeri Sl

Peraturan Pemerinizh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai ageri Sipil

Paraturan Pemsriniah Nomar 98 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undarg Nomor 2§ tahun 2009 Tentang Palayanan Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayaren;
Kenutusan Kepala Badan Kepegzwaian Negara Nomor 12 Tahun 2002

Tenteng Katentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Kenaikian Pangiat Pegawai Negeri Sipil.

Produk Pelayanan :

Surat Keputusan Kenaikian Pangkat

bangga

)
BerAKHLAK melayani

Leroranins Polaparan Srettabal Yemparen ba ngSCI

Hormadks | oyal 2oogptil kolabends

www.bkpsdm .baliprov.go.id Oy BKPSDM Prov. Ball




\

Syarat dan Ketentuan:

1. Kenaikan Pangkat Reguler
Ketentuan Umum
a. PMNS5 pada Jabatan Pelaksana;
b. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir;
¢. Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja bernilai balk selama
2 tahun terakhir;
d. Tidak melampaul pangkst atasan langsungnya.
Syarat Administrasi
a. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
. SKP 2 (dua) Tahun Terakhir;
¢. STLUD yang disyaratkan;

2. Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS dalam Jabatan Struktural
Ketentuan Umum
3. PNS pada Jabatan Struktural;
b. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir;
¢. Sekyrang-urangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir
dan telah 1 tahun dalam jabatan strukfural yang didudukinya
(bagi PNS yang pangkatnya masih satu tingkat di bawah
pangkst terendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut);
d. Setiap unsur Penfialan Prestas| Kerja bernilal baik selama
2 tahun terakhir;
e. Tidak melampaul pangkat atasan langsung.
Syarat Administrasi
a. 3K Pangkat Terakhir,
k. Surat Keputusan diangkat dalam Jabatan Struktural
dan Surat Pernyataan Palantikan sejak kenalkan panghat terakhir;
c. |jazah, transkip nilai dan Surat lzin Belajar
bagi PNS yang mengalami peningkatan pendidikan,
d. STLUD { Surat Tanda Lulus Ujlan Dinas Tingkat Il)
atau sertifikat Diklat Struktural Pim Il bagi yang akan naik ke
golongan IV dan tidak memiliki ijazah 5-2;
€. SKP 2 {dua] tahun terakhir.

3. Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS dalam Jabatan Fungsional
Ketentuan Umum
a. PNS dalam Jabatan Fungsional;
b. Sekurang kurangnya tolah 2 tahun dalam pangkat terakhir;
. Telah 1 tahun dalam jabatan terakhir;
d. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan;

o, Setiap unsur Penilaian Prestas| Kerja bernilal balk selama 2 tahun terak hir.

Syarat Administrasi

a. SK Pangkat terakhir;

b. Fotokopi ljazah, transkip nilal dan Surat Izin Belajar bagi PN3
yang mengalami peningkatan pendidikan;
Surat Keputusan Jabatan Fungsienal terakhir

d. Surat Keputusan Kenalkan Jabatan

(bagi PNS yang naik jenjang jabatan fungsionalnyal;

e, Penetapan Angka Kredit Asli (tanda tangen dan cap basah);

{. SKP Z(duz)tahun terakhir.

o
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Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian [jazah (PI)
Ketentuan Umim
. Jazah/eisiplin imu sesual dengan tugas pokok dan fungsinya;
Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
. Telah lulus ujian penyesuaian jjazah kecuali PNS dalam jabatan fungsional tertentuy;
| Jazah telah dinflal daiam PAK bagi PNS dalam jabatan fungsional tertentu;
. Telah 1 tahun datam jabatan terakhir bagi PNS dalam jabatan fungsional tertentu.

Ao

Bagl PNS yang Memparoloh [jazah

& PNS yang memiliki jjazah SMP sedergjat dan masih berpangkat
Jury Muda Tingkat | Gelongan Ruang o minmal 1 tahun;

b. PNS yang memilikl ljazah SMA'D | sederajat dan masih berpangkat
Juru Golongan Ruang ke minimal 2 tahun;

¢, PNS yang memiliki ijazah D0 sederajat dan masih berpangkat
Pengatur Muda Golongan Ruang ILia minimal 2 tahun;

d. PNS yang memiliki ijazah D.0 sederajat dan masih berpangiat
Pengatur Muda Tingkat | Golengan Ruang i/b minimal 1 12hun;

2 PNS yang memiliki flazah D.IV/S.1 dan masih berpangkat
Pengatur galongan ruang e minimal 2 tahun;

f. PMS yang memiliki jjazah Magister |$.2) atau yang setara dan masiki
berpangkat Penata Muda golongan ruang 12 minimal 3 tahun;

@ PNS yang memiliki jazah Doktor (3.9) atau ljazan Spesialis Il dan masih
berpangkat Penata Muda Tk.l golongan ruang llib minimal 3 tahun;

Bagi PNS yang Memiliki ljazah
2. PNS yangmemiliki ljazak SMP sederajat dan masth
berpangkat Juru Muda Tingkat | Golongan Ruang b minimal 2 tahun;
b. PNS yang memiliki jjazah SMAD. sederajat dan masih
berpangkat Juru Golongan Ruang te mirimal 2 tahun;
c. PNS yang memiliki ijazah D1 sederajat dan masih
berpangkat Pengatur Muda Gelongan Ruang Ia minimal 3 tahun:
d. PNS yang memiliki ijazah 0.0 sederajat gan masih
berpangkat Pengatur Muda Tingkat | Golongan Ruang b minimal 2 tahun;
. PNS yang memiliki jjazah D.IViS.1 dan masih
berpangkat Pengatur golongan ruang 1ie minimal 3 tahun;
f. PNS yang memiliki ijazah Magister [5.2) atau yang setara dan masih
berpangkat Penata Muda golongan ruang IVa minimal 3 tahun;
g. PNS yang memiliki ljazah Doktor {5.3) atau Jjazan Spasialis Il dan masih
berpangkat Penata Muda TkI golongan ruang I’ mirimal 3 tahun

Syarat Administrasi

a. 5K Pangkat terakhir;

k. ljazah terakhir dan transkip nifai;

¢. Surat Kaputusan Tugas Belajar/Surat zin Balajar,

d. Asli Surat Keterangan Uraian Tugas Pokok yang ditandatangani
Pejabat Struktural minimal eszion |

€. Surat Tanda Luius Ujian Kenzaikan Pangkat Penyesuaian fazah:

f. SKP 2 {dua) tahun terakhir. )
BerAKHLAK

Baorleatos Pelayoran Abuniabal ¥ompotan
wermenie 1ayal Afaptl Calaberatd

bangga
melayani
bangsa
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LAYANAN PENINJAUAN
MASA KERJA

Alur / Skema:

Pengguna Provinsi Bal|
Layamnan

Petugas £ W
lllemherihmht“-h .

Layanan % - 1 Kepala Bidang
Kepangkatan }? —~ JAFT

Dasar Hukum :
a. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
g. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Syarat dan Ketentuan :

a. Pengguna layanan menyampaikan surat pengantar usul Peninjauan Masa Kerja (PMK] pada Kantor Virtual
yang ditujukan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Pengguna layanan datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Cok Agung Tresna No. 31, Dangin Puri Klod,
Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali untuk menyerahkan berkas usulan berupa hard copy. B er AKH L AK

¢. Berkas usulan berupa berkas file hardcopy yang telah dibawa oleh pengguna layanan

Lanreniati Peiapanan dbontebel Termpaten

untuk dapat diproses lebih lanjut kepada e iyl isiaat Sokteent
Produk Pelayanan : bangga
Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan. r‘nelayu ni
bangsa
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Alur / Skema:

Kepala
BKPSDM

Pengguna Provinsi Bal|
Layamnan

Petugas £ W
lllemherihnnl::'} : ] .
Layanan ._f},c" 1 | Kepala Bidang
Kepangkatan —~

Dasar Hukum :

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Manajemen ASN.

Syarat dan Ketentuan :

8. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, Ditujukan
ke alamat : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Bali JI. Cok Agung Tresna No.31, Denpasar, Bali;

b. Pengguna layanan datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provins| Ball (sesuai alamat diatas)
dan menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas.

Produk Pelayanan :

Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.

> bangga
BerAKHLAK melayani
o e bangsa
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MUTASI

Alur / Skema:

Pengguna Provinsi Bal|
Layamnan

Petugas £ W
lllemherihnnl::'} : ] .
Layanan ._f},c" 1 | Kepala Bidang
Kepangkatan —~

Dasar Hukum : Produk Pelayanan :
a.  Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; a. Permintaan persetujuan mutasi;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah b. Persetujuan mutasi

Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
¢. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5
Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

Syarat dan Ketentuan :

Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja (di ttd oleh PPK dan/atau minimal Kepala Badan Kepegawaian)
h. Asli surat usul mutasi dari PPK instansi penerima
c. Asli surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal
d. Asli surat permohonan PN5 bersangkutan ke Gub c.q. Kepala Badan Kepegawaian
e. Foto copy sah / legalisir:
- 5K dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir
- SKP 2 (dua) tahun terakhir (bernilai baik)
f.  Asli surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin
dan/atau proses peradilan (minimal di ttd Kepala Instansi/Es. 2)

g. Asli surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas (minimal di ttd Kepala Instansi/Es. 2)
h. Asli surat keterangan bebas temuan (di ttd Inspektur)

. Surat Keputusan mutasi

Usul dan Fengal)ﬂr Mutasi hasil input dari SAPK bﬂﬁggﬂ
Ber AKHLAK melayani
oyl e bangsa
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STANDAR PELAYANAN
TUGAS BELAJAR

Alur / Skema:

HKepala
BKPSDM

Kepala Bidang
Provinsi Bali

Terkait

- Prosees tanda tengan 5K Tuges Belijar Paiugas memberikan

layanan informasi dan

-
yang diberhwnfican dari jabatan oled el l::]
- Proses aaca tangan SK Tuges Baljar yang i) <" mengecek herkas usulan
diberbenvikan dan jabatin oleh Kepala BXPE0N permohonan Tugas Belajar

Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

¢. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi
Pegawai negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

Produk Pelayanan :
a. SK Tugas Belajar.
b. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.
¢. Memberikan informasi mengenai persyaratan dan aturan seria kebijakan untuk proses pembuatan Surat Tugas Belajar.

> bangga
BerAKHLAK melayani
T RANGSa
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TUGAS BELAJAR

A. Persyaratan :

I, Berkas Permohonan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan :
1. Permohonan Ybs. ditujukan kepada Kepala Unit Kerja;
2. Permohonan Kepala Unit Kerja ditujukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala BKPSDM Provinsi Bali;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja;
4. Surat Keterangan Lulus Seleksi dari Pimpinan Lembaga Pendidikam;
5. Surat Keterangan Penetapan dari Lembaga Pemberi Beasiswa;
B. Surat Keterangan Akreditasi program studi minimal B atau Baik Sekali
dari lembaga yang herwenang, C atau Baik dengan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
7. SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, dan SKP 2 tahun terakhir. _ jous
B. SK Jabatan terakhir bagi PNS yang menjabat. -
9. SK Fungsional terakhir bagi PNS dalam Jabatan Fungsional.
10.1jazah dan transkrip nilai terakhir.
11.Telahan mengenai pendidikan sesuai kebutuhan Instansi.
12.5urat Pernyataan bermateral Rp. 10.000 yang isinya !
a. Tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedanqg atau berat sebagai PNS.
b. Tidak pernah melanggar kode etik tingkat sedang atau herat sehagai PNS.
c. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
d. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali formasi mengizinkan.
13.Berkas permohonan Tugas Belajar diajukan ke EKPSDM Provinsi Bali
sebelum PNS yang bersangkutan meninggalkan tugasnya.

Il. Berkas Permohonan Tugas Belajar yang fidak diberhentikan dari jabatan:
1. Permohonan Ybs. ditujukan kepada Kepala Unit Kerja;
2. Permohonan Kepala Unit Kerja ditujukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala BKPSDM Provinsi Bali;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja;
4. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000 yang isinya |
a. Tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin tinghkat sedang atau berat sebagai PNS.
b. Tidak pernah melanggar kode etik tingkat sedang atau herat sebagal PNS.
c. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS,
d. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali formasi mengizinkan.
5. SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, dan SKP 2 tahun terakhir.
&. SK Jabatan terakhir bagi PNS yang menjabat.
7. SK Fungsional terakhir bagi PNS dalam Jabatan Fungsional
B. ljazah dan transkrip nilai terakhir.
9. Surat Keterangan Kampus atas perkuliahan/pembelajaran,
10.5urat keterangan akreditasi program studi minimal B atau
Baik Sekali dari lembaga yang berwenang, C atau Baik dengan persetujuan
dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
11.Berkas permohonan Tugas Belajar diajukan ke EKPSDM Provinsi Bali sebelum melaksanakan perkuliahan.

B. Pengqguna layanan menyampaikan kelengkapan permohonan tugas belajar melalui Kantor Virtual Pemerintah  Provinsi Bali.
> bangga
BerAKHLAK # melayani

Heerientos Polayenan dhuniabe Sompatsn ba ngSCI
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PENCATUMAN GELAR

Alur / Skema:

Persyaratan :

Bt
a, Persyaratan dalam Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan ;
e Ii 1. Surat Tugas Belajar;
TR LT ljazah dan Transkrip nilai;

2
3. 5K Kenaikan Pangkat terkahir;
4.
5,

Layanan

Akreditasi Program Studi;
SK Jabatan (jika ybs sebagai Pejabat Struktural);
B, 5K Jabatan Fungsional (jika ybs seorang Pejabat Fungsional).
b. Pengguna layanan menyampaikan kelengkapan permohonan
tugas belajar melalui Kantor Virtual Pemerintah Provinsi Bali.

Kepala Bidang
Terkait

anveg X BKN memproses W™ Potisgos melakukan veriikasi

Pencantuman Gelar berkas Pancantumen Gelar

Dasar Hukum :
a. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
¢. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeni Sipil;
d. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011t
entang kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar ! ijazah;
e, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Produk Pelayanan :

Surat Mutasi Peningkatan Pendidikan,

> bangga
BerAKHLAK melayani
T RANGSa
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STANDAR PELAYANAN PENGANGKATAN
PERTAMA JABATAN| FUNGSIONAL,

Alur / Skema !

BKPSDM
C Provinsi Bali
Layanan

Kepala Bidang
Terkan

é - J . --
Proses SK VT‘{:MQ&: melakukan .f:nﬁlmal

Selesai Proses SK Jabatan Funigsional berikas Pencaniuman Galar
di TTE oieh Kepala BKPSOM

Persyaratan :

Pemohon layanan menyampalkan surat permohonan melalul
Kantor Virtual Pemerintah Provinsi Bali.

Produk Pelayanan :
SK Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional.

Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

¢. PermenPANRB No 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

d. PermenPANRB No 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

> bangga
BerAKHLAK melgnf‘i’un.
ooy bangsa
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STANDAR PELAYANAN PENGANGKATAN
KENAIKAN| JABATAN FUNGSIONAL,

Alur / Skema !

ﬁ "é @u
r i

Provinsi Bali

Pemohon Kopala Bidmg'

Layanan Terkat

Proses SK Jabatan
Fungsional di ttd cleh Gubernur

T “ - Peingas memverifikasi
2 usulan berkas
. permohonan adiministrasi

Proses SK Ialml"m Fungsional
o TTE nleh Kepdla BKPSOM

Persyaratan :
Pemohon layanan menyampaikan surat permohonan

melalui Kantor Virtual Pemerintah Provinsi Bali.

Produk Pelayanan :

SK Kenaikan Jabatan Fungsional;

Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

¢. PermenPANRB No 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan
Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

d. PermenPANRB No 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

2 bangga
BerAKHLAK men%?un.
Bemdeniosl Peloyeson dunviabs Kompaten ba ngsu

areners Lopel Leapt! folebeit!
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STANDAR PELAANAN PENGANGKATAN
MELALUI PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL,

Alur / Skema !

— (éi‘.. ?E >
r i

Provinsi Bali

Pemohon Kopala Bidmg'

Layanan Terkat

Proses SK Jabatan
Fungsional di ttd cleh Gubernur

Byt 50 el e 'Ets -
L\q F “ . Patugas memveriflkasi
1 uzulan berkas
\ E » permchonan adimingstresi

Proses SK Ialmt'nn Fungsional
o TTE nleh Kepdla BKPSOM

Persyaratan :
Pemohon layanan menyampaikan surat permohonan
melalui Kantor Virtual Pemerintah Provinsi Bali.

Produk Pelayanan :
SK Pengangkatan Melalui Perpindahan Jabatan Fungsional;

Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

¢. PermenPANRB No 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan
Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

d. PermenPANRB No 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

2 bangga
BerAKHLAK melggum
Bemdeniosl Peloyeson dunviabs Kompaten ba ngsu

aremsrin Loyel bfaptid elsbaiotil
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STANDARIBEL
JEUALUIBE

Alur / Skema !

ﬁ { i . 3 H:
Kepala |
BEKPSDM

Pemohon Provinsi Bali

Kepala Bidang
Layanan T;ﬁi? idang

Proses SK Jabatan
Fungsional di ttd cleh Gubernur

P

M—-—"ﬂ Peiugas memverifikasi
2 usulan berkas
. | permohonan adiministrasi
Proses SK Jabatan Fungsional

i TTE olen Kepdla BKPSDM

Persyaratan : .
Pemohon layanan menyampaikan surat permohonan *'
melalui Kantor Virtual Pemerintah Provinsi Bali. /

Produk Pelayanan :

SK Pengangkatan Melalui Penyesuaian/ Inpassing Jabatan Fungsional;

Dasar Hukum :
a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negen Sipil.
¢. PermenPANRB No 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan,
dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
d. PermenPANRB No 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
bangga

BEI‘AKHLAK melayani

e oehenicad Feloyeaon diuniobed Lompeten
Farans vy sopth et bangsa
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STANDARPELAANANPENGAJUANPENGHARGARY
SATYALENCANA RARYA SATYA SLKS)

Alur / Skema:

. |
= /“

a
e *a
% s l ‘ ,

Yang HBerkompeten
Menangani

Terkalt

Persyaratan :

a. OPD menyampaikan usulan ditujukan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali;
b. Penyampaian usulan dalam bentuk softcopy pdf dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Daftar Riwayat Hidup

2. SKCPNS;

J. SK Pangkat Terakhir;

4. SK Jabatan Terakhir (Struktural maupun Fungsional);

5. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin.

Produk Pelayanan:
Piagam Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

Dasar Hukum :

a. Undang - Undang Nomeor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

b. Undang - Undang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; BerAKH LAK

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan e acirieions ikt
Undang - Undang Nomer 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; bangga

e. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.2/5987/SJ tanggal 8 Juli 2019 melayani
Hal Prosedur Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. bangsa
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